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KEMEN-KP. Kemitraan pada Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PERMEN-KP/2019
TENTANG

KEMITRAAN PADA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan

pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di

Sektor Kelautan dan Perikanan;

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
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Menetapkan

-2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 97);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KEMITRAAN PADA BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI SEKTOR KELAUTAN
DAN PERIKANAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi
praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Usaha Pembesaran Ikan adalah usaha bidang
Pembudidayaan Ikan yang meliputi kegiatan pembesaran
mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
Usaha Pembenihan Ikan adalah usaha bidang
Pembudidayaan Ikan yang meliputi kegiatan
pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan
telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih /bibit.

Pembudi Daya lkan adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau
perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk
akhir untuk konsumsi manusia.

Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah Usaha

Perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
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10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Kemitraan adalah kerja sama dalam kegiatan penanaman
modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan
persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas
dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha
besar.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum  koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.

Bidang Usaha adalah bidang usaha perikanan yang
tercantum dalam daftar bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan Kemitraan di bidang Penanaman
Modal.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Kemitraan pada Bidang Usaha bertujuan untuk
memberikan acuan pelaksanaan Kemitraan sebagai
persyaratan di bidang penanaman modal.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
Bidang Usaha;

a.
b. prinsip Kemitraan;

o

pola Kemitraan;

a

perjanjian Kemitraan;
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e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan

f.  pembinaan.

BAB II
BIDANG USAHA

Pasal 3

Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan Kemitraan di

sektor kelautan dan perikanan meliputi:

a.

o

= 0 a0

(1)

(2)

pembesaran ikan laut;

pembesaran ikan air payau;

pembesaran ikan air tawar;

pembenihan ikan laut;

pembenihan ikan air payau;

pembenihan ikan air tawar;

Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang terdiri dari:

1) industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota
perairan lainnya;

2) industri pengasapan ikan dan biota perairan
lainnya;

3) industri peragian/fermentasi ikan dan produk
masak lainnya (untuk usaha pengekstraksian dan
jelly ikan); dan

4)  industri berbasis daging lumatan dan surimi.

usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan

ekspor hasil perikanan.

BAB III
PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 4
Kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah,
serta Koperasi dengan usaha besar dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika
bisnis yang sehat.
Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
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